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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN
PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ

Tindak pidana penggelapan uang di Indonesia adalah masalah serius yang
dapat mengganggu integritas sistem keuangan di suatu negara. Tindak
pidana penggelapan uang di indonesia merupakah kejahatan luar biasa.
Sehingga di tangani dengan cara yang luar biasa. penggelapan dapat
menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah
menyebabkan kerugian, dan menghilangkan hak-hak setiap individu.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan
koperasi simpan pinjam di kota palembang (2) Apakah faktor-faktor
penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang
dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota palembang. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
empiris, sedangkan pendekatan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil
penelitian menunjukan bahwa Lembaga Dinas Koperasi dan UKM Kota
Palembang berperan dalam mengawasi tindak pidana penggelapan uang
pada koperasi di kota palembang. Adapun dalam proses pengawasan tidak
pidana penggelapan uang di koperasi simpan pinjam, ada bagian tertentu
untuk mengawasi bahwa koperasi tersebut brjalan sesuai Undang-undang
perkoperasian. Hambatan yang ditemukan pengawas adalah lemahnya
pengawasan dari badan pengawas koperasi yang bersangkutanyang
mengawasi Kinerja pengurus agar sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan
penelitian tersebut disarankan kepada Pemerintah untuk membuat lembaga
audit internal untuk koperasi dibawah binaan agar mencegah terjadinya
tindak pidana penggelapan. Selain itu Dinas Koperasi dan UKM Kota
Palembang berhak memeriksa dan mencurigai seluruh koperasi yang tidak
memiliki akta,serta perizinan ataupun dokumen yang lengkap sebagai syarat
menjalankan koperasi yang di keluarkan melalui Kemenkumham
berdasarkan Undang-undang yang ada dan Dinas Koperasi berhak
mengambil langkah untuk melakukan penindakan.

Kata kunci: Dinas Koperasi dan UKM,Analisis Hukum,Tindak Pidana
Penggelapan.
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ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT THROUGH
SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES IN SOUTH SUMATERA PROVINCE

MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ

The crime of embezzlement in Indonesia is a serious problem that can disrupt the
integrity of the financial system in a country. The crime of embezzlement in
Indonesia is an extraordinary crime. So it is handled in an extraordinary way.
Embezzlement can be dangerous to human life, because it has caused losses, and
eliminated the rights of each individual. The problems studied in this study are:
(1) How is the law enforcement against the crime of embezzlement in the activities
of savings and loan cooperatives in the city of Palembang (2) What are the
inhibiting factors for law enforcement against the crime of embezzlement in the
activities of savings and loan cooperatives in the city of Palembang. The research
method used in this study is the empirical legal method, while the approach is the
sociological legal approach. The results of the study show that the Palembang
City Cooperative and SME Service Institution plays a role in supervising the
crime of embezzlement in cooperatives in the city of Palembang. In the process of
supervising the crime of embezzlement in savings and loan cooperatives, there is
a certain section to supervise that the cooperative is running in accordance with
the Cooperative Law. The obstacles found by the supervisors are the weak
supervision of the supervisory body of the cooperative concerned which
supervises the performance of the management to be in accordance with its place.
Based on the research, it is recommended to the Government to create an internal
audit institution for cooperatives under its guidance to prevent the occurrence of
criminal acts of embezzlement. In addition, the Palembang City Cooperative and
SME Service has the right to examine and suspect all cooperatives that do not
have a deed, as well as permits or complete documents as a requirement to run a
cooperative issued through the Ministry of Law and Human Rights based on
existing laws and the Cooperative Service has the right to take steps to take
action.
Keywords: Cooperatives and SMEs Service, Legal analysis, Criminal Acts of
Embezzlement.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penggelapan uang adalah permasalahan serius yang dapat
mengganggu integritas sistem keuangan dan ekonomi di suatu negara. Seiring
dengan pesatnya laju perekonomian di Indonesia, modus penggelapan dana
mengalami perkembangan dan menyesuaikan diri dalam berbagai jenis
organisasi, termasuk koperasi. Salah satu institusi keuangan yang berperan
penting dalam memberikan fasilitas keuangan kepada masyarakat adalah
koperasi simpan pinjam maupun koperasi unit desa (KUD). dapat menjadi sarana
yang potensial untuk melakukan praktik pengelapan uang.

Perkembangan zaman yang semakin pesat turut berdampak pada
meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sejalan dengan
kemajuan peradaban, potensi kejahatan pun turut berkembang; semakin tinggi
tingkat peradaban, semakin besar pula kemungkinan terjadinya tindakan kriminal
dalam kehidupan masyarakat. Jika individu tidak memiliki dasar yang kuat untuk
mencegah hal tersebut, kejahatan akan terus terjadi. Dalam aspek perekonomian,
peran financial institution maupun lembaga keuangan non-bank sangat
berpengaruh dalam memberikan fasilitas pinjaman dan kredit bagi masyarakat.
Salah satu jenis lembaga keuangan non-bank yang semakin menjamur adalah
koperasi simpan pinjam, yang keberadaannya dapat dengan mudah ditemukan di

berbagai daerah, mulai dari kota besar hingga tingkat kabupaten. Namun, tidak



jarang pula ditemukan kasus penyalahgunaan dana atau tindak pidana dengan
berbagai modus yang merugikan banyak pihak.

Korupsi mendapat sorotan lebih besar dibandingkan kejahatan lainnya di
berbagai penjuru dunia. Hal ini dapat dimengerti karena efek buruk yang
diakibatkannya mampu memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial.
Kejahatan ini berpotensi mengganggu ketertiban umum serta melemahkan
prinsip demokrasi dan etika, sebab seiring waktu, tindakan tersebut berisiko
berkembang menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat.*

Menurut J.P. Glastra van Loon, hukum secara umum memiliki peran dan
sasaran utama dalam menciptakan keteraturan sosial serta mengatur hubungan
antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum berfungsi untuk
menyelesaikan sengketa, menjaga serta menegakkan ketertiban dan norma yang
berlaku, sekaligus memenuhi kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum
melalui penerapan serta kepatuhan terhadap aturan yang ada.?

Pemanfaatan lembaga keuangan dalam tindak pidana penggelapan uang
dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dan mentransfer dana yang
berasal dari aktivitas ilegal, seperti uang hasil korupsi, suap, penipuan, serta
kejahatan di sektor koperasi dan instrumen keuangan lainnya.

Pelaksanaan perbuatan yang bertentangan dengan regulasi di bidang
ekonomi ini memiliki tujuan tertentu, seperti mengalihkan dana, menyamarkan

jejak, serta membangun entitas keuangan non-perbankan, misalnya koperasi,

! Evi Hartani, 2019. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, him 5-6
2 Rahman Syamsyudin, 2019, Penerbit KENCANA Prenadamedia, Jakarta, him 15

® Bismar Nasution, 2005, Rejim anti money laundering di Indonesia, Bandung, him 8



guna menutupi pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dalam ranah hukum
ekonomi, institusi keuangan berperan sebagai badan hukum yang mendapatkan
kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk turut serta dalam
mempercepat perkembangan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan
keuangan. Institusi ini menghadirkan berbagai produk finansial yang
memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Kejahatan pencucian uang memiliki ciri khas tertentu, di mana tindak
pidana ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat ganda. Kejahatan ini ditandai
dengan praktik pencucian uang yang tergolong sebagai tindak pidana lanjutan
atau follow-up crime. Sementara itu, kejahatan utama yang menjadi asal-
muasalnya disebut sebagai offense atau core crime. Di beberapa negara, istilah
tersebut dirumuskan sebagai unlawful activity, yakni tindakan melanggar hukum
yang menghasilkan keuntungan finansial dan kemudian disamarkan melalui
pencucian uang.” Tindakan menyamarkan atau menyembunyikan sumber dana,
uang, maupun aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal dikenal sebagai
penggelapan uang. Berbagai transaksi keuangan digunakan untuk membuat aset
tersebut tampak seolah berasal dari sumber yang sah. Dalam literatur akademik,
terutama dalam kajian hukum pidana serta kriminologi, pembahasan mengenai

kejahatan ini semakin sering ditemukan. Isu terkait peredaran uang ilegal ini pun

* Hazmi Nasution, 2022, Pencegahan Terhadap Tindak Pencucian Uang dalam Kegiatan
Usaha Jenis Koperasi Simpan Pinjam ( Studi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
Utara).



telah menjadi perhatian global karena cakupan serta dampaknya yang melintasi
batas negara.

Perbuatan penggelapan dana tidak hanya membawa kerugian bagi
masyarakat, tetapi juga memberikan dampak buruk terhadap negara karena
berpotensi mengganggu atau merusak kestabilan ekonomi nasional serta
keuangan negara akibat meningkatnya berbagai tindak kriminal. Oleh sebab itu,
praktik money laundering harus dicegah dan diberantas guna mengurangi tingkat
kejahatan yang melibatkan aset dalam jumlah besar, sehingga kestabilan
ekonomi nasional serta keamanan negara tetap terjaga. Besarnya dampak buruk
terhadap perekonomian suatu negara mendorong negara-negara di dunia beserta
lembaga internasional untuk lebih serius dalam menangani upaya pencegahan
dan pemberantasan kejahatan money laundering®. Kejahatan penggelapan uang
ini dipicu oleh pengaruhnya terhadap sistem ekonomi, yang khususnya
menimbulkan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.’

Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Uang mencakup tindakan pidana
melawan hukum dengan menyembunyikan barang atau harta orang lainoleh
suatu orang atau lebih tanpa pengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk
mengalih milikan (pencurian), menguasai, di gunakan untuk tujuan lain,
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam pasal
372 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena

®Ibid, him, 5
"Ibid, hlm, 6



penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda maximal Rp
900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pelaku kejahatan pada umumnya berusaha mengaburkan atau menutupi asal
mula kekayaan yang diperoleh dari aktivitas melawan hukum dengan beragam
cara, sehingga aset hasil kejahatan tersebut menjadi sulit dilacak oleh otoritas
terkait. Akibatnya, mereka dapat dengan leluasa menggunakan kekayaan tersebut
untuk kepentingan yang sah maupun yang melanggar hukum. Oleh sebab itu,
tindakan money laundering tidak hanya berisiko mengganggu kestabilan dan
kredibilitas sistem ekonomi serta sektor keuangan, tetapi juga berpotensi
merusak berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, bernegara, dan berbangsa
yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19452

Dampak yang diakibatkan oleh tindakan embezzlement sangatlah signifikan.
Oleh sebab itu, berbagai negara telah mengambil langkah-langkah guna
mencegah kejahatan finansial tersebut. Upaya pemberantasan terhadap aktivitas
money laundering yang dilakukan oleh kelompok kriminal maupun perorangan
terus digencarkan. Indonesia sendiri telah menetapkan sejumlah regulasi hukum
sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang demi
membatasi perkembangannya.

Tindak pidana pencucian uang membawa konsekuensi yang besar, bahkan
berpotensi mengguncang kestabilan perekonomian suatu negara. Dalam ranah

ekonomi, praktik penggelapan dana bisa melemahkan keberlangsungan sektor

® Ibid, him, 12



swasta yang sah, karena sering kali modus operasinya melibatkan penggunaan
perusahaan front untuk menggabungkan uang hasil kejahatan dengan dana yang
legal. Akibatnya, usaha yang beroperasi secara sah menjadi kurang kompetitif
dibandingkan perusahaan tersebut. Selain itu, dampak lanjutan yang timbul
adalah meningkatnya kejahatan di bidang finansial, yang berkontribusi pada
melonjaknya beban sosial, khususnya dalam upaya penguatan pencegahan,
penindakan, dan penegakan hukum.®

Lembaga koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, atau sering
disebut credit union, adalah suatu wadah yang mengutamakan pelayanan dalam
hal penyimpanan serta pemberian pinjaman dana bagi para anggotanya. Fokus
utama dari koperasi ini adalah meningkatkan taraf hidup anggota serta
masyarakat luas. Namun, hingga kini masih banyak individu yang kurang
memahami signifikansi koperasi, bahkan sebagian besar menganggapnya sama
seperti institusi keuangan pada umumnya..

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
mengenai Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Peraturan hukum mengenai koperasi
menegaskan bahwa koperasi merupakan sebuah inisiatif ekonomi yang lahir dari

masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta

’Laowo, Sebastian Yonathan. 2022 “Kajian Hukum Tindak Pidana PencucianUang
(Money Laundering).” Jurnal Panah Keadilan, him, 86.



komunitas sekitar, sekaligus berperan dalam perkembangan ekonomi nasional.
Koperasi diharapkan dapat mengoptimalkan serta memperluas kapasitas dan
potensi anggota maupun masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai
aktivitas perkoperasian.

Setiap perkumpulan koperasi diwajibkan untuk menaati serta mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek pengelolaan, keanggotaan,
pelaksanaan program, hingga penyaluran Kkredit bagi anggota maupun
masyarakat, guna menghindari terjadinya pelanggaran. Sebagai entitas ekonomi,
koperasi memiliki ciri khas yang membedakannya dari bentuk organisasi
ekonomi lainnya. Perbedaan tersebut berakar pada sistem nilai moral yang
menjadi fondasi keberadaannya, yang tercermin dalam asas-asas yang berperan
sebagai pedoman etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi koperasi. Esensi
utama koperasi terletak pada kerja sama antaranggota dengan tujuan
mewujudkan kesejahteraan bersama.

Berbagai pengertian tentang koperasi telah bermunculan, dan apabila
diamati secara saksama, makna tersebut mengalami perubahan seiring dengan
perkembangan waktu. Pada awalnya, definisi koperasi lebih menekankan
perannya sebagai sarana bagi komunitas dengan kondisi ekonomi kurang kuat.
Hal ini sejalan dengan pendapat Fray, yang mengungkapkan bahwa koperasi
merupakan: Sebuah perhimpunan yang dibentuk dengan kesepakatan untuk
bekerja sama, terdiri dari individu-individu yang lemah, selalu dikelola dengan

semangat tanpa mementingkan diri sendiri, sehingga setiap anggotanya mampu



melaksanakan tanggung jawabnya dan menerima imbalan yang sesuai dengan
kontribusinya terhadap organisasi.™

Dalam upaya mencapai performa koperasi yang maksimal, keterlibatan
pemerintah melalui kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-
undangan memegang peranan krusial. Dalam proses pembentukan koperasi,
terdapat unsur kepengurusan serta permodalan yang ketentuannya telah
ditetapkan dalam regulasi perkoperasian. Dana yang dimanfaatkan sebagai
landasan operasional koperasi diduga berasal dari aktivitas melanggar hukum
yang disamarkan agar tampak sebagai hasil legal dari kegiatan koperasi. Selain
itu, dana yang telah dikeluarkan tersebut bertujuan untuk menggantikan kembali
modal yang sebelumnya telah digunakan.

Lembaga keuangan non-bank yang berlandaskan asas kekeluargaan dan
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 adalah koperasi.
Keberadaannya bertujuan untuk mengumpulkan dana serta mendistribusikannya
kembali kepada para anggota maupun masyarakat luas.** Namun, tak jarang
koperasi menjadi pilihan para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai
sarana untuk menyamarkan dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Koperasi telah
lama dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang menawarkan solusi terbaik
untuk kebutuhan dana, karena suku bunga pinjaman yang diberikan jauh lebih
rendah dibandingkan dengan bank. Kemudahan persyaratan dalam mengajukan

perjanjian kredit turut berkontribusi pada citra baik lembaga non-bank di tengah

0 R.T Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2010, Hukum koperasi Indonesia, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, him 56-60

" 1bid, him, 19



masyarakat. Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab koperasi kerap
dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyamarkan serta menyembunyikan dana
ilegal, sehingga operasionalnya dapat berlangsung tanpa hambatan dan sulit
terdeteksi oleh pihak tertentu, termasuk otoritas berwenang. Indikasi adanya
praktik pencucian uang dalam koperasi simpan pinjam menjadi permasalahan
yang mengkhawatirkan, di mana beberapa kasus menunjukkan bahwa koperasi
dijadikan sarana dalam menjalankan aktivitas tersebut maupun tindak kejahatan
lainnya.™

Kasus yang melibatkan berbagai koperasi yang mengalami kerugian hingga
triliunan rupiah, seperti perkara yang menimpa koperasi (KSP) INDOSURYA,
berdasarkan hasil temuan PPATK, masih terjadi secara masif dan menyebabkan
hilangnya dana nasabah dengan total mencapai Rp. 240 triliun. Hal ini berkaitan
erat dengan aliran dana yang masuk ke koperasi tersebut yang jumlahnya sekitar
Rp. 106 triliun, berasal dari sekitar 23.000 nasabah, dan berlangsung sejak
Februari 2020. Tindakan ini secara jelas melanggar hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sebelum akhirnya dana tersebut
diproses dalam skema pencucian uang oleh KSP INDOSURYA.

Oleh karena itu, peran Kementerian Koperasi dan UKM sebagai badan yang
bertanggung jawab dalam mengawasi serta mengatur koperasi, terutama koperasi
simpan pinjam, menjadi sangat penting. Menteri Koperasi dan UKM juga
termasuk dalam keanggotaan Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Penggelapan Uang, yang berada di bawah

12 _Laowo, Sebastian Yonathan. Op.cit him 86
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kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pemahaman tentang strategi dalam mencegah serta menangani tindak pidana
pencucian uang harus dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristiknya
sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tindak pidana pencucian uang
semakin berkembang dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Kemajuan
teknologi informasi turut memberikan dampak pada kejahatan ini, yang Kini
tidak hanya terbatas dalam satu negara, tetapi telah meluas hingga melampaui
batas yurisdiksi (transnasional). Selain itu, berbagai metode baru juga digunakan
untuk menjalankan praktik ini, termasuk dengan memanfaatkan lembaga yang
berada di luar sistem keuangan formal.

Dilansir dari laman media KOMPAS menyatakan sebanyak 12 Koperasi di
Indonesia diduga terlibat pencucian uang sebesar 500T,"* salah satu penyebab
terjadinya hal tersebut ialah lemahnya pengawasan. Dampak terjadinya
pencucian uang Koperasi begitupun hal nya di Sumatera Selatan, Dinas Koperasi
Dan UKM Kota Palembang pada tahun 2020 menyebutkan terjadinya tindak
penggelapan uang di Koperasi INDOSURYA terletak di Jalan Sudirman Kota
Palembang mengakibatkan Koperasi tersebut di tutup hingga kini. Sejalan
dengan hal tersebut peneliti akan menyororti juga dilapangan apakah
pengawasan tersebut telah berjalan dengan baik dan bagaimanakah cara
pengawasan tersebut untuk melakukan antisipasi terhadap tindakan penggelapan

uang melalui koperasi khusunya koperasi simpan pinjam di Kota Palembang.

3 Nikolaus Harbowo,”Jakarta 14 Feb 2023, Kompas 12 Koperasi di duga terlibat pencucian
uang, total Rp 500T,”.
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Dilansir dari laman media Akurat.co Sumatera selatan dugaan penggelapan
dana oleh anggota koperasi unit desa (KUD) serba usaha desa Gading Raja
Pedamaran Timur | yang terjadi di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKIl)
Sumatera Selatan sebesar Rp11.000.000.000.00 (sebelas miliar rupiah) *

Tentang prosedur mendapatkan badan hukum koperasi Tingkat pusat,
gabungan dan induk pada dasarnya sama dengan yang di tempuh oleh koperasi
Tingkat primer. Perbedaan tambahan dokumen yang harus di lampirkan dalam
permohonan pengesahan. Kemudian pengurus mengajukan badan hukum Kepada
koperasi primer yang ingin meningkatkan kegiatan nya dapat membentuk
koperasi Tingkat pusat.’®

Di Kota Palembang, keberadaan koperasi simpan pinjam semakin marak
seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses keuangan.
Namun, meningkatnya jumlah koperasi ini juga diiringi dengan risiko terhadap
penyalahgunaan yang dapat mengarah pada tindak pidana penggelapan uang.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis hukum terhadap praktik ini,
terutama dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Hukum positif memberikan kerangka regulasi yang harus diikuti oleh
setiap entitas, termasuk koperasi. Namun, tantangan muncul ketika praktik
pengelapan uang tidak selalu dapat terdeteksi dengan mudah dalam kerangka
hukum yang ada. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh

mana regulasi yang ada dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana

4 Akurat.co, Sumatera Selatan 30 Juli 2024. (Dugaan penggelapan dana koperasi Rpl1imiliar
oleh anggota koperasi unit desa)

15 Sukardi , (2021) Koperasi dan UKM, Cakrawala Persada Jakarta him 105
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penggelapan uang melalui koperasi, serta untuk mengidentifikasi celah-celah
yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam
mengenai bagaimana mencegah koperasi simpan pinjam di Kota Palembang agar
dapat meluruskan dari tindak pidana penggelapan uang, serta untuk menganalisis
efektivitas hukum positif dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu,
diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran yang konstruktif
untuk pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif
dalam mencegah penggelapan uang dilingkungan koperasi simpan pinjam di
Indonesia khususnya dikota palembang. Berdasarkan penjelasan latar belakang
dan kejadian di atas, peneliti memiliki minat untuk melakukan penelitian dengan
judul.“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK  PIDANA
PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN?.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah analisis hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang
dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di provinsi Sumatera Selatan
khususnya di kota Palembang ?

2. Apakah faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan
uang dalam kegiatan koperasi simpan pnjam di provinsi Sumatera Selatan
khususnya di kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:
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1. Kajian tentang ilmu Hukum Pidana proses Tindak Pidana Penggelapan
Uang dalam hal penegakan hukum pada kegiatan koperasi simpan pinjam
di provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penggelapan uang dalam
kegiatan koperasi simpan pinjam di provinsi Sumatera Selatan khususnya
di kota Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami hukum terhadap tindak pidana penggelapan
uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota Palembang.

2. Menganalisis dan memahami faktor- faktor penyebab terjadinya tindak
pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota
Palembang .

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoiritis

Penelitian ini  memberikan  kontribusi dalam  pengembangan
pengetahuan di bidang hukum serta mendukung upaya penegakan hukum
yang adil, terutama terkait dengan tindak pidana penggelapan uang dalam
konteks kegiatan koperasi simpan pinjam.

b. Secara Praktis

1. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang
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Penelitian ini dapat bermanfaat guna pemberian penjelasan terperenci
terkait hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai tindak
pidana penggelapan uang di koperasi dan mempertegan aturan aturan
untuk penyelenggara kegiatan usaha koperasidi kota palembang serta
memberikan manfaat agar Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Palembang dapat memberikan serangkaian tindakan pencegahan
terhadap pencggelapan uang pada koperasi di Kota Palembang.

2. Bagi Masyarakat
Memberikan manfaat pengetahuan dan pemahaman kepada
masyarakat terkait tindakan penggelapan uang serta menjadi pengawas
sekunder bagi koperasi di lingkungan sekitarnya.

3. Bagi Koperasi di Kota Palembang
Memberikan manfaat untuk mempertegas pengawasan internal terhadap
oknum atau lembaga itu sendiri yang melakukan praktik tindak pidana
pencucian uang melalui koperasi simpan pinjam di kota palembang.

E. Kerangka Konseptual

Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini ialah:

1. Jimly Asshiddigie mengatakan penegakan hukum adalah proses yang
dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan
baik sebagai pedoman perilaku dalam interaksi dan hubungan hukum dalam
masyarakat serta kehidupan bernegara. Selain itu, penegakan hukum juga

mencakup nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam
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pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada
penerapan peraturan yang bersifat formal dan tertulis.*®

2. Tindak pidana penggelapan uang dijelaskan dalam pasal 372 Undang
Undang No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pengelapan uang
barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena
penggelapan, dengan pidana 4 tahun penjara atau denda maximal
Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) mencakup segala aktivitas
yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan undang-undang
tersebut.'’

3. Koperasi, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, merupakan gerakan ekonomi rakyat sekaligus
badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sistem
perekonomian nasional, koperasi dibentuk sebagai usaha bersama yang

berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

1% Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Dalam Rangka
Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education to
Legal Education In The Contect Of Human Resource Development),” Majalah Hukum Nasional,
2018, 1-20.

" Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam
Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam,” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 2,
no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223. him 140
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Nama Judul Tujuan Metode Hasil
Penulis Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian
Hazmi Pencegahaan Untuk mengetahui | Penelitian Atas perubahan
Nasution | Terhadap  Tindak | kajian hukum | menggunakan uu No.15
Pidana Pencucian | terhadap tindak | yuridis normatif | Tahun 2002
Uang Dalam | pidana  pencucian | yaitu penelitian | menjadi uu
Kegiatan Usaha | uang dalam | yang menemukan | No.25  Tahun
Jenis Koperasi | kegiatan  koperasi | kebenaran 2003 TPPU.
Simpan Pinjam simpan pinjam koherensi, dan | Dalam
dilakukan dengan | selanjutnya
meneliti bahan | dicabut dan
Pustaka (data | diganti menjadi
skunder) UU No.8 Tahun
2010. Dan
modus  secara
loan back,
modus  operasi
c-chase
Yonathan | Kajian Hukum | Untuk membuat | Penelitian Hukum | Menunjukkan
Sebastian | tindak pidana | ilmiah  penelitian | normatif, yang | bahwa  tindak
Lawo pencucian uang yang  berdasarkan | kemudian diuraikan | pidana
peraturan secara  sistematis | pencucian uang
perundang- berdasarkan yang sah adalah
undangan peraturan penelitian | menggunakan
uang yang
banyak sehingga
dapat merugikan
keuangan
negara dan juga
dapat berdampat
terhadap
perekonomian
nasional
Beby Modus pemanfaatan | Mengetahui modus | Penelitian  hukum | Modus
Suryani koperasi dalam | pemanfaatan normatif degan | pemanfaatan
fithri, tindak pidana | koperasi sumber hukum | koperasi
DKK pencucian uang menyamarkan atau | skunder dan | koperasi adalah
mengetahui  untuk | dianalisis secara | fenomena

mengaburkan hasil
kejahatan dalam
tindak pidana
pencucian uang

kualitatif

gunung es yang
harus ditangani
secara  serius
melalui
penguatan
kebijakan terkait
dan partisipasi
masyarakat

20

18 Wicipto Setiadi, Op.cit him 23

19 'Yonathan Laowo, Sebastian, Op,cit.hlm 33
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini bersifat yuridis

empiris, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kesesuaian logis.

Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap keterkaitan antara regulasi hukum

dengan norma yang berlaku, menelaah apakah ketentuan yang mengandung

keharusan maupun larangan selaras dengan asas hukum, serta mengkaji kepatuhan

individu terhadap norma maupun asas hukum yang diterapkan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris, yang berarti kajian

dilakukan dengan menganalisis sumber kepustakaan (data sekunder), yang juga

disebut sebagai studi hukum berbasis literatur.

2. Hukum yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini meliputi:

(@)
(b)
(©)
(d)

(€)

(f)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana
Penggelapan Uang.

Peraturan Menteri Koperasi Dan UMKM No. 9 Tahun 2020 Tentang
Pengawasan Koperasi.

Peraturan Walikota Palembang No. 17 Tahun 2023 Tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Dinas Koperasi dan UKM kota Palembang.

20 Beby Suryani Fithri, Dkk, 2022 “Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang,” ARBITER: Jurnal limiah Magister Hukum, him, 105-13.
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a. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pustaka dan
dokumen, yang merupakan hasil penelitian serta pengolahan oleh pihak
lain, yang telah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen lainnya.

b. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merujuk pada sumber
tambahan atau data pendukung. Sumber tersier ini diperoleh peneliti
melalui literatur yang diakses di internet dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah:
a. Teknik kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan hukum merupakan suatu metode penelitian
yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai
sumber hukum yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, artikel,
peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya.
Tujuannya adalah  untuk  memahami,  menganalisis, dan
menginterpretasikan berbagai aspek hukum yang relevan dengan topik
yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengamatan
langsung atau eksperimen, melainkan mengandalkan bahan pustaka
sebagai sumber informasi utama. Penelitian kepustakaan hukum sering
digunakan dalam studi hukum, baik untuk menemukan landasan
teoritis, membandingkan peraturan, maupun untuk menggali pemikiran

dan pandangan para ahli hukum. Metode ini penting karena dapat
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memberikan konteks dan dasar yang kuat untuk pengembangan
argumen hukum serta membantu peneliti memahami perkembangan
dan dinamika hukum yang ada.

b. Penelitian ke Lapangan dan Observasi

Penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai field research,
merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan
data secara langsung dari lokasi atau lingkungan di mana subjek
penelitian berada. Ini melibatkan interaksi langsung dengan individu,
kelompok, atau komunitas untuk mendapatkan informasi yang
mendalam dan konteksual. Penelitian ini sering digunakan dalam ilmu
sosial, antropologi, dan ilmu perilaku, di mana peneliti berusaha
memahami fenomena dalam konteks alami.

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti
secara langsung mengamati perilaku, kejadian, atau fenomena yang
menjadi fokus penelitian.Observasi dapat bersifat terstruktur (dengan
kriteria tertentu) atau tidak terstruktur (lebih bebas dan fleksibel).
Metode ini sering digunakan untuk memahami dinamika sosial,
interaksi antar individu, dan pola perilaku.

Dalam penelitian ini penelitian ke lapangan dan observasi akan
dilakukan secara langsung oleh peneliti ke Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Palembang, guna mendapatkan sejumlah informasi untuk

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dinas Koperasi dan
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UMKM Kota Palembang ini terletak di JI. Merdeka No.02, 22
Kec.Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengubah,
mengorganisir, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan, dengan
tujuan untuk menemukan pola, makna, dan informasi yang relevan. Dalam
konteks penelitian, analisis data bertujuan untuk menjawab pertanyaan
penelitian, menguji hipotesis, atau memberikan wawasan baru tentang
fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, proses pengolahan informasi dilakukan dengan
pendekatan qualitative, di mana data dikumpulkan secara terstruktur.
Setelah itu, isi dari data tersebut dikaji secara mendalam guna menemukan
solusi atas inti permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi
ini, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih terperinci.

Analisis data dalam kesimpulan mencakup pemikiran yang sistematis
mengenai dimensi evaluatif dan deontik dari tindakan, kebijakan, serta
lembaga. Hal ini dapat diartikan sebagai analisis mengenai apa yang

seharusnya dilakukan atau kebijakan mana yang paling baik.
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H. Sistematika Penulisan

Empat bab utama membentuk skripsi ini, yang disusun dengan struktur
penulisan sebagai berikut:
Bab | memiliki peran sebagai pengantar yang berisi uraian tentang latar belakang
masalah penelitian, cakupan pembahasan, sasaran serta manfaat penelitian,
landasan konseptual, ulasan terhadap penelitian sebelumnya yang relevan,
pendekatan penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.
Bab Il dalam studi ini mengulas Tinjauan Pustaka, yang mencakup pembahasan
mengenai konsep dasar tindak pidana, gambaran umum tentang tindak pidana
penggelapan, serta kajian umum terkait koperasi dan sistem simpan pinjam.
Bab 1l dalam penelitian ini menguraikan ketentuan dalam pasal 372 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penggelapan
serta menjelaskan prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut
yang dilakukan oleh koperasi. Selain itu, dalam bab ini juga dianalisis berbagai
faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus
penggelapan dana di koperasi simpan pinjam di Kota Palembang.
Bab IV berisi bagian akhir penelitian yang terdiri dari dua aspek utama, yaitu
kesimpulan serta rekomendasi.
Setelah itu, disertakan pula Daftar Pustaka, yang memuat referensi yang
digunakan dalam penelitian ini, serta Lampiran yang berisi berbagai dokumen

pendukung hasil penelitian.
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